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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No Huruf Nama Nama Keteranaan
Arab Latin Latin g
. Tidak
| - .

! P dilambangkang
2 < ba’ B -

3 o ta’ T -

4 & sa’ ; s dengan titik di

atas
° c jim j -
, ha dengan titik

6| ¢ ha h dibawah

7 & kha’ kh -

8 > dal d -

9 3 sal 5 zet dengan titik di

atas

10 J ra’ r .

11 J zai z -

12 Sy sa’ S -

13 o syin sy -

es dengan titik di

1 i sad ? bawah




: de dengan titik di
o il dad d bawah
16 b ta’ ¢ te dengan titik di
' ' bawah
17 B> 7’ s zet dengan titik di
' bawah
i ‘ koma terbalik di
° < an atas
19 ¢ gain g ]
20 &.} fa’ f _
21 A gaf q -
22| 3 kaf Kk ]
23 J lam | )
24 ¢ mim m i
25 o nun n -
26 g wawu W ]
27 [ ha’ h _
28 s hamzah ’ Apostrop
29 (..'5 ya’ y _
B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah,

ditulis lengkap
4 A : ditulis Ahmadiyyah

Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan
harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis
dengan “t” atau “h”.
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Contoh: ki 8\S™;: Zakat al-Fitri atau Zakah al-
Fitri
Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”
Contoh: splb Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan
bacaan kedua kata itu t erpisah maka Ta’ Marbutah
itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &4 &9y Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata
Arab yang sudah t erserap menjadi bahasa Indonesia

icle - ditulis Jama ‘ah

Bila dihi dupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t

i - ditulis Ni‘matullah

edl) 375« ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan
vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf | Nama
No. Vokal Latin
1. S Fathah A A
2. S Kasrah I |
3 S S— Dammah U U

vil



Contoh:
S — Kataba «ady — Yazhabu

J;,.,_

Su’ila

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya sebagai berikut:

S5~ Zukira

No. | Tanda .
Vokal Nama Huruf Latin | Nama
) Fathah dan ya’ Ai adani
gy Fathah dan Au adanu
Waw
Contoh:
2S": Kaifa J s : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa
harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No. I/%r:(da? Nama Latin Nama
1. G Fathah dan alif A a bergaris
atas
2. = Fathah dan alif A a bergaris
layyinah atas
3. = kasrah dan ya’ I I bergaris atas
4. 5 dammah dan U u bergaris
waw atas
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Contoh:

-

s . Tuhibbiina
oLl :al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu
Kata dipisahkan dengan Apostrof

(":‘;ﬁ L a’antum

E e . mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J!') ditulis dengan
huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan
“al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqgaddimah kitabnya
menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

oV ,al : ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
dxJ) : ditulis as-Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid

dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika
berada di ditengah maupun di akhir.
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Contoh:

2

Losen : Muhammad

> ) - al-Wudd

Kata Sandang “J\”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf
gamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf “1 .

Contoh:

ol & al-Quran
.} :al-Sunnah

Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak
mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini
disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada
awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.
Contoh:

AN UV s al-fmam al-Gazali

el C"‘J‘ : al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh:



dlls .2 : Nasrun minallahi

i~ 2NV : Lillahi al-Amr Jami'‘a

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma
di atas () atau apostrof jika berada di tengah atau di
akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,
maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya
saja.
Contoh:
o) psle el : Thya’ ‘Ulam al-Din

L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja),
isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf
Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :
il e s o Oy : wa innallaha lahuwa khair al-
Razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut

Yl 5o ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul

Islam.
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ABSTRAK

Ratna Nur Fadlilah, NIM 1121038, 2025. Tradisi Merariq
pada Anak Dibawah Umur: Antara Kearifan Lokal Dan
Perlindungan Hukum Anak di Lombok. Skripsi Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Tradisi Merarig merupakan warisan budaya
masyarakat Sasak di Pulau Lombok yang dianggap sebagai
simbol kehormatan dan tanggung jawab dalam membentuk
ikatan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, muncul bentuk
penyimpangan yang dikenal sebagai Merarig Kodeq, yaitu
kawin lari yang melibatkan anak di bawah umur. Fenomena ini
menimbulkan persoalan serius karena bertentangan dengan
prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, khususnya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Penelitian ini  bertujuan untuk
menganalisis pertentangan antara praktik Merariq Kodeq dan
prinsip perlindungan hak anak, serta menelaah implikasi
yuridis dari pelaksanaannya terhadap masyarakat adat Sasak
dan hukum nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris
dengan pendekatan sosio-legal, yang menggabungkan kajian
normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan
realitas sosial di masyarakat Lombok. Data diperoleh melalui
wawancara daring dengan tokoh adat, tokoh agama, dan
pejabat KUA, serta ditunjang oleh studi literatur, dokumen
hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan
secara kualitatif dengan menggunakan teori Perlindungan
Hukum Philipus M. Hadjon dan teori Kearifan Lokal (Local
Wisdom).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Merariq
Kodeq telah menyimpang dari nilai asli Merariq yang
menjunjung kehormatan dan kesukarelaan. Pelaksanaannya
menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh,
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berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak. Dari
perspektif hukum, Merariq Kodeq melanggar ketentuan usia
minimal perkawinan dan prinsip non-diskriminasi terhadap
anak. Namun, upaya penegakan hukum masih terkendala oleh
faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan kultural
yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga
pemerintah untuk mereformasi praktik adat agar tetap sejalan
dengan perlindungan anak dan nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Merariq, Perlindungan Anak, Hukum Adat,
Kearifan Lokal, Lombok.
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ABSTRACT

Ratna Nur Fadlilah, Student ID Number 1121038, 2025. The
Merariq Tradition among Minors: Between Local Wisdom and
Child Protection Laws in Lombok. Thesis for the Islamic
Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic
University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Advisor: Agung Barok Pratama, M.H.

The Merariq tradition is a cultural heritage of the
Sasak people on the island of Lombok, which is considered a
symbol of honor and responsibility in forming marriage bonds.
However, in practice, a form of deviation known as Merariq
Kodeq has emerged, which involves underage elopement. This
phenomenon raises serious issues because it contradicts the
principles of child protection in national law, particularly Law
Number 16 of 2019 concerning Marriage and Law Number 35
of 2014 concerning Child Protection. This study aims to
analyze the conflict between the practice of Merarig Kodeq
and the principle of child rights protection, as well as to
examine the legal implications of its implementation on the
Sasak indigenous community and Indonesian national law.

This study uses an empirical legal method with a socio-
legal approach, which combines a normative study of
legislation with the social reality in Lombok society. Data was
obtained through online interviews with traditional leaders,
religious leaders, and KUA officials, supported by literature
studies, legal documents, and previous research results. The
analysis was conducted qualitatively using Philipus M.
Hadjon's Legal Protection theory and Local Wisdom theory.

The results of the study show that the practice of
Merariqg Kodeq has deviated from the original values of
Merariq, which uphold honor and voluntariness. Its
implementation causes violations of children's rights to grow,
develop, and obtain a proper education. From a legal
perspective, Merariqg Kodeq violates the minimum age
requirement for marriage and the principle of non-
discrimination against children. However, law enforcement

xviii



efforts are still hampered by cultural factors and low legal
awareness among the community. Therefore, an educational
and cultural approach involving traditional leaders, religious
leaders, and government institutions is needed to reform
customary practices so that they remain in line with child
protection and humanitarian values.

Keywords: Merariq, Child Protection, Customary Law, Local
Wisdom, Lombok.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan
budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang dari
sabang sampai merauke. Keragaman ini bukan sekadar
simbol keberagaman semata, melainkan merupakan
bagian dari identitas nasional yang tumbuh dalam
masyarakat secara turun-temurun.! Salah satu warisan
budaya yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi
Merariq yang berasal dari masyarakat adat Sasak di Pulau
Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini telah menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial
masyarakat setempat, dan dianggap sebagai prosesi yang
sakral dalam peristiwa pernikahan. Merarig sendiri
dilakukan dengan cara membawa atau "menculik" calon
mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebagai tanda
keseriusan untuk menikah. Walaupun bagi masyarakat
lokal tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan
terhadap adat, namun dalam praktiknya sering
menimbulkan polemik, terutama ketika yang diMerarig
adalah anak perempuan yang usianya masih tergolong di
bawah umur menurut ketentuan hukum nasional.?

Di balik makna simbolis dan sosial yang terkandung
dalam tradisi Merarig, muncul problematika serius ketika
pelaksanaannya mengarah pada terjadinya perkawinan
anak. Dalam sejumlah kasus, proses Merariq menjadi
pintu masuk bagi orang tua atau masyarakat untuk

! Siti Halisya Parapat et al., “Keberagaman Sosial Dan Budaya Di
Indonesia,” Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 1255-61.

2 Fathul Hamdani And Ana Fauzia, "Tradisi Merariq Dalam
Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam” Jurnal Hukum Lex Generalis,
2022 - Rewangrencang.Com vol 3 No 6 (2022): 433-47.



melegalkan pernikahan dini, dengan dalih menjaga
martabat keluarga dan nama baik anak perempuan. Ketika
seorang anak perempuan dibawa pergi oleh laki-laki untuk
tujuan pernikahan, keluarga merasa terdorong secara
moral dan sosial untuk menyetujui perkawinan tersebut,
meskipun usia sang anak belum mencapai batas minimal
yang disyaratkan oleh undang-undang.® Dalam konteks
ini, kita dapat melihat adanya benturan antara nilai-nilai
budaya yang telah mengakar kuat dengan prinsip-prinsip
hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak anak,
khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang
dalam kondisi yang layak.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah
menunjukkan komitmen serius dalam melindungi anak-
anak dari praktik perkawinan usia dini. Hal ini terlihat dari
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang
menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan
dan laki-laki menjadi 19 tahun.* Kebijakan ini diambil
dengan pertimbangan medis, sosial, dan psikologis yang
menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini
cenderung lebih rentan mengalami permasalahan
kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, serta
kemiskinan struktural. Akan tetapi, di lapangan,
implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus.
Adanya pengecualian hukum melalui dispensasi kawin,

SRosdiana, Arman, and Muh. Andi Multazam, “Praktik
Merarigpada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten
Lombok Barat,” Window of Health : Jurnal Kesehatan Vol. 1 No., no. 3
(2018): 166-78.

“Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang
Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang
Republik Indonesia, no. 006265 (2019): 2—6.



serta lemahnya pengawasan terhadap praktik perkawinan
adat seperti Merarig, menjadikan anak-anak tetap berada
dalam situasi yang rentan.®

Jika ditelaah lebih jauh, Merariq bukan sekadar
prosesi adat, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai
simbolik dan kultural yang menggambarkan relasi
kekuasaan antara keluarga laki-laki dan perempuan.
Dalam masyarakat Sasak, perempuan yang diMerariq
dianggap telah memiliki nilai sosial tertentu dan harus
segera dinikahkan untuk menghindari aib. Ini
menimbulkan tekanan sosial yang kuat, baik bagi anak
perempuan maupun keluarganya. Sayangnya, tekanan
semacam ini sering kali membuat hak-hak anak
diabaikan.® Mereka tidak diberi ruang untuk menyatakan
kehendak, apalagi mempertimbangkan secara matang
implikasi dari pernikahan yang akan dijalani. Ini tentu
bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang
menjamin hak anak untuk bebas dari paksaan serta
mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the
Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990.” Salah satu prinsip utama dari konvensi ini adalah
non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

5 cecep Tedi Siswanto, “Adnalisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di
Indonesia,” Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8, no. 3 (2020): 163-72,
https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291.

® Kilan Agisna Kusuma and Mira Mareta, “Tradisi Merariq:
Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilainilai Konseling Perkawinan Pada
Suku Sasak Lombok” 06, no. 01 (2024): 10.

" “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK
ANAK),” 1990, 1989-90.



Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak
untuk tumbuh, belajar, dan menikmati masa kanak-kanak
tanpa adanya gangguan atau ancaman, termasuk ancaman
yang datang dari budaya atau adat istiadat yang berpotensi
membahayakan.® Jika kita menyandingkan prinsip ini
dengan praktik Merarig, maka akan terlihat jelas adanya
ketidaksesuaian antara nilai-nilai budaya lokal dengan
komitmen internasional yang telah diambil oleh negara.
Situasi inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk
mengkaji secara mendalam pertentangan antara tradisi
Merariqg dan perlindungan hukum anak.

Dampak dari perkawinan anak tidak hanya
dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak
panjang dalam kehidupan anak-anak yang menjadi
korban. Banyak anak perempuan yang menikah dini
mengalami putus sekolah, karena sistem pendidikan tidak
cukup fleksibel untuk mengakomodasi status perkawinan
mereka. Selain itu, anak-anak yang menikah muda
cenderung belum siap secara mental maupun fisik untuk
menjalani  kehidupan rumah tangga.® Hal ini
meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga dan perceraian di usia muda. Dari aspek kesehatan,
anak perempuan yang hamil di usia remaja memiliki
risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan
kelahiran, yang bahkan bisa mengancam nyawa.™

8 Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum,” Jurnal
Penelitian Hukum De Jure 16, no. 740 (2016): 439-50.

® Monica Dwi Hartanti et al., “Early Marriage and Mental Health: A
Case-Control Study of Psychological Outcomes,” Jurnal Aisyah: Jurnal
Ilmu Kesehatan 9, no. 2 (2024): 1211-22.

1 Nur Wahidah Mansur and Pernikahan Anak, “Dampak
Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 1,2” 5, no. 2 (2021): 124-40.



Kondisi-kondisi ini  menciptakan lingkaran setan
kemiskinan dan ketimpangan gender yang sulit diputus
jika tidak ada intervensi hukum dan kebijakan yang tegas.

Jika ditinjau dari perspektif hukum nasional,
Indonesia sebenarnya memiliki cukup banyak regulasi
yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi anak-anak
dari praktik perkawinan dini. Selain Undang-Undang
Perkawinan, ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit
menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan,
diskriminasi, dan eksploitasi.'* Bahkan dalam Pasal 26
ayat (1) huruf c disebutkan bahwa orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan
usia anak. Namun demikian, kenyataannya hukum positif
ini sering tidak mampu menembus benteng nilai adat yang
dijadikan pembenaran atas praktik Merariq. Hukum
negara menjadi lemah ketika berhadapan dengan tekanan
sosial yang kuat dari masyarakat adat.

Permasalahan utama yang muncul dalam hal ini
adalah bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara
penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dengan
perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Apakah
negara harus menghapus tradisi yang sudah berlangsung
selama ratusan tahun demi melindungi anak, atau justru
mencari cara agar budaya tersebut dapat diadaptasi dan
disesuaikan dengan perkembangan zaman? Dilema
semacam ini tidak mudah dijawab, karena menyangkut

11 RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, 48.



sensitivitas budaya serta hak kolektif masyarakat adat.*?
Namun, yang pasti, tidak ada tradisi yang boleh menjadi
alasan untuk mengorbankan masa depan dan keselamatan
anak-anak.

Kebanyakan masyarakat lokal masih memandang
bahwa campur tangan hukum terhadap praktik budaya
seperti Merarig sebagai bentuk kolonialisasi nilai atau
pelecehan terhadap adat istiadat. Padahal, intervensi
hukum bisa dilakukan secara bijak dan bertahap, bukan
dengan pendekatan pemaksaan, melainkan melalui
pendekatan edukatif dan persuasive.'* Pemerintah daerah,
tokoh adat, dan pemuka agama harus dilibatkan secara
aktif dalam proses ini agar transformasi budaya dapat
berjalan dengan efektif. Dengan demikian, upaya
perlindungan anak tidak dianggap sebagai ancaman
terhadap adat, melainkan sebagai upaya penyelamatan
generasi masa depan yang lebih adil dan setara.

Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum harus
dibarengi dengan upaya sosial yang luas. Tidak cukup
hanya mengandalkan regulasi semata, melainkan juga
perlu mengubah cara pandang masyarakat tentang makna
pernikahan dan nilai anak perempuan. Pendidikan
menjadi kunci utama. Ketika anak-anak perempuan
memiliki akses pendidikan yang memadai, maka mereka
akan memiliki daya tawar lebih tinggi untuk menolak
perkawinan dini. Selain itu, pemberdayaan ekonomi

12 Indah Satria Arya Ardinata,
“PERLINDUNGANHAKASASIMANUSIA TERHADAP
ANAKPADAERAGLOBALISASI” 2 (2024): 260-76.

13 Fatrecya Mutiara Michelle Jefelyn Hardinata, “Pemenuhan Dan
Perlindungan Hak Anak Terhadap Perkawinan Anak Oleh Masyarakat
Adat,” no. 1 (2025): 1-14.



keluarga juga penting untuk mengurangi praktik Merariq
sebagai jalan keluar dari tekanan kemiskinan.

Transformasi budaya adalah sesuatu yang mungkin
dan bahkan niscaya. Tradisi Merariq dapat tetap
dilestarikan, namun dalam bentuk yang lebih ramah
terhadap hak-hak anak. Misalnya, prosesi Merariq dapat
dijadikan simbol pertunangan atau pernyataan komitmen
tanpa harus langsung diikuti oleh pernikahan. Dengan
begitu, nilai-nilai budaya tetap terjaga, namun tidak
mengorbankan masa depan anak-anak yang menjadi
pelaku dalam tradisi tersebut. Ini memerlukan dialog
terbuka antara masyarakat adat dan pembuat kebijakan.*

Penelitian ~ ini ingin menggambarkan bahwa
problematika perkawinan anak dalam tradisi Merariq
bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat
dengan persoalan budaya, struktur sosial, ekonomi, dan
pandangan keagamaan. Oleh karena itu, solusi yang
ditawarkan harus menyentuh seluruh aspek tersebut
secara terintegrasi. Tidak ada satu pendekatan tunggal
yang dapat menyelesaikan masalah ini, melainkan
diperlukan kerjasama multipihak yang sinergis dan
berkelanjutan.

Dengan menjadikan persoalan ini sebagai kajian
ilmiah, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih
mendalam tentang bagaimana negara harus bersikap
terhadap tradisi yang berpotensi bertentangan dengan
prinsip-prinsip  perlindungan anak. Penelitian ini
bertujuan untuk menelaah apakah praktik Merariq dalam
konteks perkawinan anak bertentangan secara yuridis

14 Cindy Cintya Lauren, “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal
Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Adat,” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 09
(2023): 874-84.



dengan prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia,
serta bagaimana implikasi yuridis dari pertentangan
tersebut bagi masyarakat adat dan sistem hukum nasional.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Apakah praktik Merarig pada anak dibawah umur
bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak
dalam hukum Indonesia?

2. Bagaimana implikasi yuridis pertentangan perkawinan
adat Merariq pada anak dibawah umur dengan prinsip
perlindungan anak?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kesesuaian atau pertentangan antara
praktik tradisi Merariq pada anak dibawah umur
dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang
diatur dalam hukum positif Indonesia.

2. Menganalisis  implikasi ~ yuridis  pertentangan
perkawinan adat Merariq pada anak dibawah umur
dengan prinsip perlindungan anak

. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini berdasarkan rumusan dan

tujuan penelitian meliputi kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum adat,
dan perlindungan anak. Dengan membandingkan
praktik budaya lokal seperti Merariq dengan norma
hukum nasional yang berlaku, penelitian ini akan
memperkaya Kkajian teoritis mengenai dinamika



hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam
konteks perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian
ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi kajian-
kajian serupa Yyang mengangkat isu tentang
pertentangan antara tradisi lokal dan hukum positif.
. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Penelitian  ini  dapat dijadikan  bahan
pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang
lebih responsif terhadap persoalan perlindungan
anak di wilayah-wilayah yang masih menjunjung
tinggi adat istiadat. Hasil penelitian dapat
membantu pemerintah merancang pendekatan
sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih
kontekstual dan efektif, khususnya di daerah yang
masih melestarikan tradisi Merarig.

b) Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Aktivis
Sosial:

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk
menyusun strategi advokasi yang lebih tepat sasaran
dalam mencegah perkawinan anak melalui jalur
budaya. Temuan penelitian ini juga dapat
memperkuat argumentasi hukum dan sosial dalam
memperjuangkan hak-hak anak di daerah-daerah
yang memiliki tradisi serupa.

c) Bagi Masyarakat Lokal dan Tokoh Adat:

Melalui pemahaman yang lebih mendalam
tentang dampak hukum dan sosial dari praktik
Merariq, masyarakat diharapkan dapat mulai
merefleksikan ulang nilai-nilai adat yang dijalankan
selama ini. Penelitian ini mendorong dialog antara
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budaya dan hukum agar keduanya tidak saling
bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam
melindungi anak-anak sebagai generasi penerus
bangsa.

3. Bagi Peneliti Lain:

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi
penelitian lanjutan yang membahas isu serupa di
daerah lain dengan karakteristik budaya berbeda.
Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan
rujukan dalam studi komparatif antara daerah yang
berhasil mereformasi tradisi adat dengan yang
belum.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu
prinsip dasar dalam negara hukum yang bertujuan
menjaga hak setiap individu agar tidak dirugikan, baik
oleh sesama warga negara maupun oleh tindakan
negara itu sendiri. Philipus M. Hadjon menjelaskan
bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk
memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum
kepada masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya hadir
ketika terjadi pelanggaran, tetapi seharusnya hadir
sejak awal untuk mencegah terjadinya kerugian.
Dalam konteks ini, peran negara bukan hanya sebagai
pembuat aturan, melainkan juga pelaksana yang
memastikan hak warga negara terlindungi.

perlindungan hukum yang dikemukakan
Hadjon menekankan pentingnya pencegahan, karena
pencegahan dinilai lebih efektif daripada menunggu
sampai pelanggaran terjadi. Dalam banyak kasus,
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum
membuat mereka lebih rentan menjadi korban
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pelanggaran. Oleh karena itu, peran negara dan
aparatnya untuk memberikan edukasi hukum sangat
penting. Upaya preventif seperti ini dapat menekan
jumlah kasus pelanggaran dan menciptakan budaya
hukum yang sehat.™

Dalam hal perlindungan anak, teori ini
menjadi sangat relevan karena anak merupakan
kelompok yang rentan dan belum mampu melindungi
dirinya sendiri. Negara harus hadir dengan aturan
yang jelas mengenai usia minimal perkawinan,
prosedur dispensasi, serta sanksi terhadap pihak yang
melanggar. Perlindungan preventif bisa berupa
sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif
perkawinan usia dini dan pentingnya pendidikan bagi
anak. Sedangkan perlindungan represif dapat berupa
penindakan hukum bagi pihak yang memaksa anak
menikah atau mengabaikan hak-hak mereka.'

Penerapan teori perlindungan hukum di
masyarakat adat seperti Lombok menjadi tantangan
tersendiri. Tradisi seperti Merariq Kodeq sering kali
dianggap bagian dari identitas budaya, namun dalam
praktiknya dapat Dbertentangan dengan prinsip
perlindungan anak. Dalam situasi ini, negara harus
mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya
dan perlindungan hak anak. Pendekatan yang

15 Kornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori
Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya
Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,”
Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 01
(2024): 1-19, https://doi.org/10.11111/dassollen.xXXXXXX.

16 Isnawati Hidayah et al., “The Role of Parental Child Marriage in
Children’s Food Security and Nutritional Status: A Prospective Cohort
Study in Indonesia,” Frontiers in Public Health 12, no. 2 (2024),
https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483.
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digunakan tidak boleh semata-mata bersifat represif,
tetapi juga harus mencakup pencegahan melalui
dialog  budaya, penyuluhan  hukum, dan
pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian,
perlindungan hukum tidak hanya menjaga kepastian
hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum
masyarakat.
2. Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Penemu konsep yang menjadi dasar teori
kearifan lokal adalah Quaritch Wales, seorang sarjana
arkeologi yang memperkenalkan istilah local
genius'pada tahun 1948-1949. Istilah ini kemudian
berkembang dan diterjemahkan menjadi "kearifan
lokal"  (local wisdom).r Tradisi  Merarig  di
masyarakat Sasak merupakan salah satu bentuk nyata
dari kearifan lokal. Merariq dimaknai sebagai cara
yang sah dan terhormat untuk mempersatukan dua
keluarga melalui pernikahan. Proses ini bukan sekadar
membawa lari calon pengantin perempuan, tetapi juga
melibatkan prosesi adat dan ritual yang sarat makna.
Bagi masyarakat Sasak, Merarig adalah lambang
penghargaan terhadap martabat perempuan dan
keluarganya. Hal ini memperlihatkan bahwa kearifan
lokal tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi
juga berperan menjaga kehormatan dan tata nilai yang
berlaku.'

Namun, perkembangan zaman memunculkan
pergeseran makna dan praktik Merarig. Di beberapa

17 Sugandi, “Materi Kearifan Lokal,” 2017, 14-72.

8 Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F Susanto, and Amad
Sudiro, “The Principle of Local Wisdom As a Basic Framework in

the Formation of Cosmic Religious Environmental Law,” Indonesia
Law Review 14, no. 2 (2024): 1-22.
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kasus, muncul fenomena Merarig Kodeq, yaitu
Merariq yang melibatkan anak di bawah umur. Praktik
ini menimbulkan dilema karena di satu sisi dianggap
menjaga adat, tetapi di sisi lain mengorbankan hak
anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang
menikah terlalu dini berpotensi mengalami putus
sekolah, masalah kesehatan, dan kerentanan ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua praktik
adat selalu sesuai dengan nilai keadilan dan hak asasi
manusia.

Kearifan lokal seharusnya dapat beradaptasi
dengan tantangan zaman. Nilai-nilai luhur yang
terkandung di dalamnya bisa dipertahankan,
sementara praktik yang merugikan dapat diubah atau
disesuaikan.”® Dalam konteks Merariq Kodeq,
reinterpretasi makna Merarig menjadi penting agar
tetap menghormati budaya, tetapi tidak merugikan
pihak yang rentan seperti anak. Pendekatan
partisipatif yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama,
keluarga, dan pemerintah dapat menjadi jalan keluar
untuk menyeimbangkan pelestarian budaya dengan
perlindungan anak.

Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan
perlindungan hukum, masyarakat dapat menciptakan
model budaya yang adaptif. Tradisi tetap bisa
dilestarikan sebagai identitas budaya, namun tidak
boleh bertentangan dengan hak-hak dasar manusia.
Hal ini juga membantu mengurangi resistensi

19 Sri Walny Rahayu and Teuku Ahmad Yani, “Preventing Child
Trafficking By Customary Institutions And Local Wisdom In Aceh
Province , Indonesia Tempatan Di Provinsi Aceh , Indonesia Global Trade
in the 21st Century Has Definitely Brought Tremendous Benefits to the
World . Alas , with It There Has ” 29 (2021): 143-65.
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masyarakat terhadap regulasi negara, karena
perubahan dilakukan dengan melibatkan mereka.
Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya
dipertahankan, tetapi juga diberdayakan menjadi
sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan
kualitas hidup masyarakat, termasuk perlindungan

bagi anak-anak.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fathul
Hamdani dan Ana Fauzia pada tahun 2022 berjudul
"Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan
Hukum Islam™ mengkaji tradisi Merariq yang hidup
dalam masyarakat Sasak di Lombok melalui dua
perspektif hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam.
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun Merariq
kerap dianggap sebagai pelanggaran norma oleh
masyarakat luar, di Lombok praktik tersebut justru
diterima sebagai bagian dari tatanan sosial yang sakral.
Penulis menegaskan bahwa Merariq dapat dianggap sah
secara hukum Islam selama dijalankan atas dasar sukarela
dan dilanjutkan dengan akad nikah yang sesuai Syariat.
Penelitian ini menekankan bahwa hukum adat dan hukum
Islam memiliki titik temu dalam menjaga tatanan sosial
masyarakat.?’ Jika dibandingkan dengan penelitian ini,
maka terdapat beberapa persamaan dengan penelitian
penulis, yaitu sama-sama menyoroti praktik Merarig
sebagai tradisi masyarakat Sasak, menggunakan
pendekatan hukum dan sosial-budaya, serta mencoba
menjelaskan bagaimana hukum dan budaya saling

2 Fathul Hamdani and Ana Fauzia, “ Tradisi Merarig Dalam
Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam Merariq Tradition In Customary
Law And Islamic Law Perspective,” Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022 -
Rewangrencang.Com vol 3 No 6 (2022): 43347, .
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berinteraksi. Namun terdapat pula perbedaan yang
signifikan, di mana fokus penelitian Hamdani dan Fauzia
terletak pada keharmonisan antara hukum adat dan Islam,
sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada
ketegangan antara pelaksanaan Merariq dan prinsip
perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait
perkawinan di usia dini. Penelitian ini juga belum
menyentuh isu perlindungan anak secara eksplisit,
sedangkan dalam penelitian penulis, aspek tersebut
menjadi titik fokus utama yang dikaitkan dengan
dinamika hukum nasional di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh
Muhammad Mabrur Haslan dan Dahlan pada tahun 2022
berjudul “Dampak Merariq terhadap Masyarakat Suku
Sasak” menyoroti bagaimana praktik kawin lari atau
Merariq mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat
Sasak di Desa Rumak, Lombok Barat. Studi ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk
mengungkapkan dua sisi dari praktik Merarig, yakni
sebagai tradisi yang dianggap memperkuat nilai kesatria
laki-laki dan kehormatan perempuan, namun juga
berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa konflik
antar keluarga, penyelesaian adat yang berlarut-larut, serta
komersialisasi mahar dan maskawin.?* Penelitian ini
menekankan bagaimana Merarig dimaknai sebagai
bentuk pelestarian budaya sekaligus jalan pintas untuk
menghindari tekanan sosial-ekonomi dalam pernikahan.
Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat

2l Muhammad Mabrur Haslan and Dahlan Dahlan, “Dampak
Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku
Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat),”
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan 10, no. 1 (2022): 21.
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kesamaan dalam objek kajian yaitu tradisi Merariq di
kalangan masyarakat Sasak dan upaya mengurai
dampaknya terhadap tatanan sosial. Namun perbedaannya
terletak pada fokus kajian: penelitian Haslan dan Dahlan
menitikberatkan pada dinamika sosial dan budaya secara
umum tanpa menyoroti isu usia pernikahan secara
eksplisit, sementara penelitian penulis menyoroti secara
khusus bagaimana praktik Merarig dapat berbenturan
dengan prinsip perlindungan hak anak dalam kerangka
hukum nasional, khususnya saat menyangkut perkawinan
anak di bawah umur.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kilan
Agisna Kusuma dan Mira Mareta pada tahun 2024,
berjudul “Tradisi Merariq: Eksplorasi tentang Prosesi
dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan pada Suku Sasak
Lombok”, mengangkat sisi positif dari tradisi Merariq
dengan menggali nilai-nilai konseling perkawinan yang
terkandung di dalamnya. Kajian ini memaparkan sepuluh
tahapan dalam prosesi Merariq, mulai dari midang hingga
bales onas nae, yang tidak hanya mencerminkan adat dan
budaya masyarakat Sasak, tetapi juga mengandung nilai-
nilai penting seperti komunikasi, empati, solidaritas,
agama, pendidikan, dan kesopanan, yang dianggap sejalan
dengan prinsip konseling pernikahan dalam Islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
berbasis pustaka dan dokumentasi, dengan fokus untuk
menunjukkan bahwa Merariq bukan sekadar ritual kawin
lari, tetapi sarana pembentukan keluarga yang harmonis
jika dijalankan sesuai norma adat dan agama.?’ Bila
dibandingkan dengan penelitian penulis, keduanya

22 Kusuma and Mareta, “TRADISI MERARIQ: EKSPLORASI
TENTANG PROSESI DAN NILAINILAI KONSELING PERKAWINAN
PADA SUKU SASAK LOMBOK.”
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memiliki kesamaan dalam membahas tradisi Merariq dari
perspektif budaya lokal dan nilai sosial. Namun, terdapat
perbedaan signifikan, di mana penelitian Kusuma dan
Mareta menekankan sisi nilai-nilai positif dan potensi
edukatif dari tradisi tersebut, sementara penelitian penulis
justru menyoroti potensi konflik antara pelaksanaan
Merarig—Xkhususnya ketika menyasar anak di bawah
umur—dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam
hukum nasional. Dengan kata lain, penelitian mereka
mengangkat sisi harmonis dan solutif Merariq, sedangkan
penelitian penulis mencoba mengurai sisi dilematis antara
adat dan perlindungan hukum anak.

Keempat, disertasi yang ditulis oleh Ulya Sofiana
pada tahun 2024 dengan judul “Penanganan Konflik
Perkawinan Beda Agama dalam Tradisi Merariq
Perspektif Kearifan Lokal di Lombok” membahas secara
komprehensif tentang bentuk-bentuk konflik sosial dan
hukum yang muncul ketika praktik Merariq dilakukan
dalam konteks perkawinan beda agama. Penelitian ini
berfokus pada respon masyarakat Sasak terhadap
fenomena tersebut, potensi konflik yang ditimbulkannya,
serta konstruksi penyelesaian konflik melalui pendekatan
hukum adat, nilai lokal, dan pelibatan tokoh agama serta
pemerintah daerah. Peneliti menggunakan metode hukum
empiris dengan pendekatan budaya, antropologis, dan
konseptual untuk merumuskan pola penanganan konflik
yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.® Jika
dibandingkan dengan penelitian penulis, maka terdapat
persamaan pada titik perhatian terhadap tradisi Merariq
yang berpotensi memunculkan ketegangan dengan sistem

23 Ulya Sofiana, “Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama
Dalam Tradisi Merarig Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok,” 2024, 10—
15.



18

hukum nasional. Namun perbedaannya terletak pada jenis
konflik yang ditelaah: Ulya Sofiana menekankan isu
perbedaan agama sebagai sumber konflik dalam Merariq,
sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti pelanggaran
terhadap prinsip perlindungan anak akibat praktik
Merariq yang dilakukan pada usia dini, sehingga lebih
menitikberatkan pada aspek usia dan hak anak sebagai
warga negara yang dilindungi hukum positif.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Antin Setiana dan
tim penulis lainnya di bawah bimbingan Aris Priyo Agus
Santoso pada tahun 2023, berjudul “Perlindungan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi
Kawin Culik”, menyoroti tradisi kawin culik atau Merariq
yang dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok dari
sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan
menggambarkan bagaimana praktik penculikan calon
mempelai perempuan yang masih dianggap sebagai
bagian dari tradisi, sejatinya telah melanggar prinsip-
prinsip dasar HAM, terutama hak untuk menentukan
pasangan hidup secara bebas dan tanpa paksaan. Dalam
kajiannya, penulis menekankan bahwa praktik kawin
culik tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang
Perkawinan dan KUHP, tetapi juga dengan prinsip-prinsip
HAM vyang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan
konvensi internasional seperti CEDAW.?* Adapun
kesamaannya dengan penelitian penulis terletak pada
sorotan terhadap tradisi Merariq yang dikaitkan dengan
pelanggaran terhadap hak-hak individu, khususnya

24 Dewani Cipta Maheswari et al., “Perlindungan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik,” Jurnal Hukum Dan HAM
Wara Sains 2, no. 6 (2023): 448-50,
https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384.
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perempuan atau anak. Namun terdapat perbedaan
signifikan di mana artikel ini lebih terfokus pada
pelanggaran terhadap HAM perempuan secara umum,
sedangkan penelitian penulis secara khusus memfokuskan
pada bagaimana tradisi Merariq Khususnya saat
melibatkan anak di bawah umur berbenturan dengan
prinsip-prinsip  perlindungan hukum terhadap anak
menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia,
sehingga titik tekan kajian lebih diarahkan pada kerangka
perlindungan usia dini.

Keenam, karya Sulava Sururi Ramadhani (2023)
berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan
Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq
Kodek) di Kabupaten Lombok Utara” menyoroti dampak
kesehatan dan kerentanan hukum yang dialami oleh
perempuan Sasak yang menikah pada usia dini melalui
praktik Merariq Kodek, yakni bentuk kawin lari adat yang
kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik
dan psikologis anak perempuan. Fokus utama dari
penelitian ini adalah menelaah bagaimana negara melalui
perangkat hukumnya memberikan perlindungan terhadap
hak kesehatan reproduksi anak perempuan yang terlibat
dalam pernikahan dini, serta mengidentifikasi kendala
dalam implementasi hukum di daerah yang masih
menjunjung tinggi adat istiadat. Tesis ini memperlihatkan
bahwa meskipun perlindungan hukum secara normatif
sudah tersedia dalam bentuk undang-undang dan
kebijakan daerah, pelaksanaannya masih terganjal oleh
kuatnya budaya lokal yang menormalkan praktik
tersebut.?® Bila dibandingkan dengan penelitian penulis,

2 Sulava Sururi Ramadhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodek) Di
Kabupaten Lombok Utara,” 2023, 78.
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terdapat kesamaan dalam membahas praktik Merariq
sebagai tradisi lokal yang berimplikasi pada pelanggaran
hak anak, khususnya bagi anak perempuan. Namun
perbedaannya terletak pada titik tekan: penelitian Sulava
berfokus pada aspek kesehatan perempuan sebagai hak
asasi yang dilindungi hukum, sedangkan penelitian
penulis lebih memusatkan perhatian pada konflik antara
eksistensi budaya Merariq dan prinsip perlindungan anak
dalam hukum nasional, dengan menekankan isu usia
perkawinan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak
anak secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek
kesehatan saja.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Habibi dan |
Putu Pasek Bagiartha W. pada tahun 2025 dengan judul
"Merarik Kodeq antara Tradisi dan Problematika Yuridis
pada Masyarakat Suku Sasak Lombok" mengkaji secara
komprehensif tentang praktik Merarik Kodeq, yaitu
bentuk kawin lari yang dilakukan oleh anak di bawah
umur, yang dalam penelitian ini dinilai sebagai
penyimpangan terhadap pakem adat Sasak yang
sesungguhnya menjunjung nilai tanggung jawab dan
kemandirian. Fokus utama dari kajian ini adalah
menelusuri penyebab sosial, kultural, dan struktural yang
membuat Merarik Kodeq tetap terjadi di tengah regulasi
hukum formal dan adat, serta menelaah efektivitas nilai
kearifan lokal dan peran lembaga seperti desa, KUA,
hingga aparat hukum dalam upaya pencegahannya.?®
Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan
penelitian penulis, yakni keduanya sama-sama menyoroti
praktik Merarig dalam konteks pernikahan usia dini dan

% 1 Putu Pasek Bagiartha W. Habibi, “MERARIK KODEQ
ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK” 8 (2025): 15-17.
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keterkaitannya dengan sistem hukum perlindungan anak
di Lombok. Namun secara substansi berbeda, penelitian
Habibi lebih menekankan bahwa Merarik Kodeq bukan
bagian dari adat, melainkan bentuk penyimpangan
sekunder yang berulang karena lemahnya pemahaman dan
struktur hukum adat yang tidak difungsikan secara
maksimal. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus
pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam hukum
nasional, sehingga titik tekan kajiannya terletak pada
ketegangan nilai dan arah perlindungan hukum terhadap
anak sebagai subjek utama.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Sumerah
dan dipublikasikan pada Maret 2025 dengan judul
“Penyimpangan Hukum dalam Praktek Merarig Kodeq
(Kawin Lari di Bawah Umur) pada Masyarakat Sasak di
Lombok, Nusa Tenggara Barat” mengkaji secara
mendalam bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang
terjadi dalam praktik Merariq Kodeq, yaitu tradisi kawin
lari yang melibatkan anak di bawah umur. Fokus utama
penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak negatif
praktik tersebut, mulai dari penyimpangan terhadap
hukum pidana, meningkatnya angka dispensasi kawin,
tingginya tingkat perceraian dini, hingga maraknya kasus
putus sekolah dan kekerasan seksual terhadap anak.?’
Penulis menekankan perlunya pendekatan penyelesaian
hukum secara non-litigasi berbasis kearifan lokal dan
memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Bila
dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan
dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas
praktik Merariq dalam konteks hukum dan perlindungan

21 Sumaerah, “Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq
Kodeq ( Kawin Lari Dibawah Umur ) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok
Nusa Tenggara Barat 2025.
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anak, serta menyoroti dampaknya terhadap generasi muda
di Lombok. Namun terdapat pula perbedaan signifikan, di
mana penelitian Sumerah lebih menitikberatkan pada sisi
hukum pidana dan data kuantitatif mengenai pelanggaran
serta kasus pengadilan, sementara penelitian penulis lebih
mengangkat konflik nilai antara pelestarian tradisi lokal
dan upaya perlindungan hak anak menurut hukum
nasional, khususnya dalam ranah hukum perdata dan
regulasi perlindungan anak yang bersifat preventif.
Dengan pendekatan yang berbeda, kedua penelitian ini
sama-sama memberikan kontribusi penting dalam
memahami kompleksitas praktik Merariq di era modern.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Daeng
Sani Firmansyah (2019) dalam jurnal Kuriositas dengan
judul "Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Merariq
Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB™ menyoroti
bagaimana nilai-nilai Islam berakulturasi dalam praktik
tradisi Merariq yang masih dijalankan oleh masyarakat
Desa Padamara, Lombok Timur. Fokus utamanya adalah
menelaah proses perpaduan antara nilai adat lokal dan
ajaran Islam dalam setiap tahap prosesi Merariq, serta
pola komunikasi tokoh agama dalam menyisipkan nilai-
nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Penelitian ini
menunjukkan bahwa Merarig bukan hanya sekadar
praktik kawin lari, melainkan juga mengandung nilai-nilai
religius seperti akidah, syariah, dan akhlak, yang
diinternalisasi melalui peran tokoh agama dan lembaga
adat.?® Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat
kesamaan dengan Kkajian penulis, yakni sama-sama

2 Daeng Sani Ferdiansyah, “Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam
Tradisi Merarig Melalui Pola Komunikasi Tokoh Agama Di Lombok
Timur,” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 12, no.
1 (2019): 17-46, https://doi.org/10.35905/kur.v12i1.775.
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membahas tradisi Merariq di kalangan masyarakat Sasak
dan mengkaji interaksinya dengan hukum atau nilai
keagamaan. Namun, perbedaannya terletak pada arah
fokusnya: penelitian Firmansyah lebih menekankan pada
aspek harmonisasi dan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam
budaya lokal, sementara penelitian penulis justru
menyoroti potensi konflik antara pelaksanaan Merariq
dan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, terutama
dalam kasus pernikahan di usia dini. Dengan demikian,
meskipun sama-sama berangkat dari fenomena budaya
yang serupa, kedua kajian ini menggarap sisi yang
berbeda dari segi hukum dan dampak sosialnya.
Kesepuluh, penelitian karya Hudalinnas (2012)
berjudul “Tradisi Merariq (Kawin Lari) pada Masyarakat
Sasak Lombok dalam Perspektif Hukum Islam”
membahas secara mendalam pelaksanaan adat Merariq di
kalangan masyarakat Sasak dan bagaimana tradisi
tersebut dipandang dalam kaca mata hukum perkawinan
Islam. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan
Merariq, makna sosial budaya yang terkandung di
dalamnya, serta analisis yuridis terhadap praktik tersebut,
dengan menyoroti bahwa meskipun Merarig dianggap
sebagai wujud keberanian dan kesungguhan dalam
membentuk rumah tangga, namun pelaksanaannya sering
kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama
ketika melibatkan penculikan tanpa persetujuan wali atau
menyebabkan konflik antar keluarga.?® Terdapat
kesamaan yang cukup kuat dengan penelitian penulis,
yaitu keduanya sama-sama menelaah tradisi Merariq

2 Hudalinnas, “Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat
Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam,” Fakultas Syari’Ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2012, 83,
https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/53.
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sebagai fenomena budaya yang potensial berbenturan
dengan sistem hukum Islam dan nasional. Namun
perbedaannya terletak pada titik tekan analisis: skripsi
Hudalinnas lebih menyoroti ketidaksesuaian Merariq
dengan hukum Islam dari sisi normatif dan maslahat umat,
sementara penelitian penulis mengarah pada pertentangan
antara tradisi tersebut dan perlindungan hukum terhadap
anak, khususnya dalam praktik pernikahan dini, sehingga
aspek usia dan hak anak menjadi titik sorot utama yang
membedakan ruang kajian keduanya.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yang cenderung menyoroti tradisi Merariq
dalam perspektif harmonisasi antara hukum adat dan
hukum Islam, atau memfokuskan pada aspek kesehatan
dan pelanggaran HAM secara umum, penelitian ini
menawarkan pendekatan yang lebih kritis dan fokus
terhadap benturan langsung antara tradisi Merariq dan
prinsip perlindungan hukum anak yang diatur dalam
hukum nasional. Unsur kebaruan yang ditawarkan adalah
pada pemetaan konflik antara pelestarian budaya dan
perlindungan anak sebagai dua entitas hukum yang
seringkali berjalan paralel namun tidak selalu sejalan.
Penelitian ini juga akan mengkaji peran aktor hukum
lokal, seperti lembaga adat, KUA, dan aparat pemerintah
daerah, dalam proses negosiasi norma antara budaya dan
hukum negara, khususnya pada praktik perkawinan anak
melalui Merariq. Dengan memusatkan perhatian pada
aspek usia sebagai indikator pelanggaran terhadap hak
anak, dan tidak semata pada dampaknya, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan perspektif baru tentang
perlunya rekonstruksi budaya secara partisipatif yang
tetap menghormati kearifan lokal namun tidak
mengabaikan prinsip perlindungan anak.



25

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang tidak hanya
terbatas pada studi terhadap norma-norma hukum
tertulis atau peraturan perundang-undangan, tetapi
juga melibatkan pengamatan terhadap penerapan
hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis
empiris ini menggabungkan aspek normatif dan
realitas sosial yang terjadi di lapangan.®® Dalam
konteks ini, peneliti tidak hanya akan menganalisis
bagaimana ketentuan hukum, seperti Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan,
mengatur persoalan perkawinan anak, tetapi juga akan
menggali  bagaimana  norma-norma  tersebut
diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat adat
Sasak di Lombok yang menjalankan tradisi Merarig.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa
ada kesenjangan antara hukum tertulis (law in the
book) dengan pelaksanaannya di masyarakat (law in
action). Oleh karena itu, jenis penelitian ini sangat
relevan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan
hukum perlindungan anak mampu memberikan efek
nyata dalam membatasi praktik perkawinan usia dini
yang dibalut dengan tradisi budaya. Dengan demikian,
pendekatan yuridis empiris menjadi alat yang penting
untuk membedah dinamika interaksi antara norma
hukum dan norma budaya yang hidup di masyarakat.

% Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam
Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal
Sosial  Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3, no. 3 (2024),
https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.



26

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan socio-legal (sosio-yuridis),
yakni pendekatan yang menggabungkan analisis
hukum dengan pendekatan sosial. Pendekatan ini
tidak hanya bertujuan untuk menelaah ketentuan
hukum secara dogmatis, tetapi juga berusaha
memahami bagaimana hukum Dbekerja dalam
masyarakat secara sosiologis.3! Dengan pendekatan
ini, peneliti dapat mengamati bagaimana masyarakat
Sasak di Lombok memaknai dan melaksanakan tradisi
Merariq dalam konteks hukum perlindungan anak.

Socio-legal approach memungkinkan peneliti
untuk menganalisis relasi antara nilai budaya yang
berkembang secara turun-temurun dengan hukum
nasional yang bersifat normatif. Pendekatan ini juga
membuka ruang untuk mengkaji bagaimana aktor-
aktor seperti tokoh adat, pemuka agama, keluarga,
serta aparat penegak hukum berperan dalam proses
pelaksanaan hukum dan adat tersebut. Melalui
pendekatan ini pula, peneliti dapat menilai secara
lebih objektif apakah praktik Merarig Yyang
melibatkan anak-anak selaras atau justru bertentangan
dengan prinsip perlindungan anak yang seharusnya
dijamin oleh negara.

3. Lokasi Penelitian

Meskipun penelitian ini dilakukan secara
daring (online), lokasi atau wilayah fokus penelitian
tetap diarahkan pada masyarakat Sasak di Pulau
Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena

31 Sunardi Purwanda and Andi Sri Rezky Wulandari, “Socio-Legal
Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia,” A/
"Adl 16, no. 2 (2023): 152-63.
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wilayah ini merupakan tempat di mana tradisi Merariq
secara aktif berlangsung dan menjadi bagian integral
dari budaya masyarakat. Peneliti memilih lokasi ini
karena banyaknya kasus perkawinan anak yang terjadi
melalui praktik Merarig, sebagaimana dilaporkan oleh
berbagai media, lembaga pemerhati anak, dan hasil
riset terdahulu.

Data lapangan dalam penelitian ini tidak
diperoleh melalui observasi langsung, melainkan
melalui media digital dan komunikasi daring dengan
narasumber KUA dan masyarakat di Lombok yang
memiliki Kketerkaitan atau pengetahuan langsung
tentang kondisi sosial-budaya tersebut. Dengan
strategi ini, peneliti tetap dapat memahami konteks
lokal secara otentik meskipun tidak berada secara fisik
di lokasi penelitian.

4. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Data Primer. Data utama dalam penelitian ini
diperoleh dari  hasil wawancara daring
menggunakan teknik snowball sampling, yakni
teknik  penentuan  informan  berdasarkan
rekomendasi dari informan awal yang dianggap
memiliki kompetensi dan pengalaman mengenai
praktik Merariq dan persoalan perkawinan anak.3?
Narasumber yang diwawancarai antara lain tokoh
adat Sasak, tokoh agama lokal, akademisi yang
meneliti budaya Lombok, aktivis perlindungan
anak, serta pihak KUA dan pemerintah daerah

32 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian
Lapangan,” ComTech: Computer, Mathematics and Engineering
Applications 5, no. 2 (2014): 1114.
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b)

c)

yang menangani kasus perkawinan usia dini.
Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui
pandangan mereka terhadap praktik Merariq,
kendala hukum dalam implementasi perlindungan
anak, serta peluang reformasi budaya yang bisa
dilakukan.

Data Sekunder: Merupakan data yang diperoleh
dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi,
tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan regulasi hukum
yang berkaitan dengan tema penelitian. Data ini
digunakan untuk memperkuat kajian teoritis dan
mendukung hasil analisis wawancara.

Data Tersier dan Digital: Termasuk di dalamnya
adalah ensiklopedia, glosarium, kamus hukum,
serta konten digital seperti dokumentasi media
sosial (TikTok, Instagram, YouTube), berita
daring, dan video wawancara dari media televisi
nasional atau lokal yang memuat isu Merariqg dan
pernikahan anak. Data ini penting untuk
menggambarkan bagaimana persepsi publik dan
media terhadap praktik tradisi tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan melalui beberapa metode:

a) Wawancara Daring (Online Interview): Peneliti

menghubungi  narasumber  melalui  media
komunikasi seperti WhatsApp, Google Meet,
Zoom, atau media sosial lainnya untuk melakukan
wawancara secara langsung maupun tertulis.
Teknik wawancara , artinya peneliti memiliki
pedoman pertanyaan, tetapi juga membuka ruang
bagi  narasumber  untuk  mengeksplorasi
pandangannya secara lebih luas. Wawancara akan
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dimulai dengan Kepala KUA sebagai informan
utama, dan selanjutnya dilakukan menggunakan
teknik snowball sampling, yaitu meminta
rekomendasi dari informan awal untuk
menghubungi narasumber lain yang dianggap
memahami tradisi Merarigq dan isu perkawinan
anak. Dengan cara ini, jumlah informan dapat
bertambah sesuai kebutuhan data, dan wawasan
yang diperoleh menjadi lebih mendalam serta
kontekstual. Wawancara daring dipilih karena
memberikan fleksibilitas dalam menjangkau
narasumber dari berbagai lokasi tanpa terkendala
jarak geografis.

Studi Dokumentasi dan Literatur: Peneliti
mengumpulkan data melalui studi pustaka
terhadap regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2019,
UU No. 35 Tahun 2014, dan putusan-putusan
pengadilan terkait dispensasi kawin. Selain itu,
peneliti juga menggunakan jurnal ilmiah, artikel
berita, serta dokumen dari lembaga resmi sebagai
bahan referensi yang relevan.

Analisis Konten Digital: Peneliti menelusuri
konten digital seperti video dokumenter dan
unggahan media sosial menggunakan kata kunci
atau tagar tertentu (#Merariqg, #PernikahanAnak,
#Lombok). Tujuannya adalah untuk mendapatkan
gambaran nyata tentang persepsi masyarakat dan
kondisi aktual praktik Merariq di era digital.

. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini

dirancang untuk mendukung pendekatan kualitatif
yuridis-empiris yang digunakan, yakni pendekatan
yang tidak hanya menganalisis norma hukum tertulis,
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tetapi juga mengamati bagaimana hukum bekerja
dalam konteks sosial budaya masyarakat. Dalam hal
ini, data yang dikumpulkan tidak langsung dianalisis,
melainkan terlebih dahulu melalui tahap pengolahan
yang sistematis agar dapat dipahami secara
menyeluruh, terstruktur, dan bermakna.
Pengolahan data dilakukan dalam beberapa
tahapan sebagai berikut:
a) Transkripsi Data
Data utama dalam penelitian ini diperoleh
melalui wawancara daring dengan informan kunci,
seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA),
tokoh adat, tokoh agama, dan pihak lain yang
memahami praktik Merarig dan fenomena
perkawinan usia anak di Lombok. Hasil
wawancara yang berupa rekaman audio atau pesan
tertulis kemudian ditranskripsikan secara verbatim
ke dalam bentuk teks naratif. Transkripsi ini
dilakukan untuk menangkap konteks dan nuansa
dari jawaban informan, termasuk ekspresi,
penekanan, dan makna tersirat yang mungkin
muncul selama wawancara.
b) Kategorisasi Data
Setelah seluruh data wawancara ditranskrip,
data tersebut kemudian dikategorisasikan
berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan
langsung dengan fokus penelitian. Misalnya, tema
tentang nilai-nilai budaya dalam Merariq,
pembenaran adat terhadap pernikahan anak,
peran lembaga agama dan negara, serta
tanggapan masyarakat terhadap intervensi
hukum. Kategorisasi ini memudahkan peneliti
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untuk memilah antara data normatif, data budaya,
dan data praktik hukum.
Penataan dan Tabulasi Data

Setelah dilakukan pengkodean, data disusun
dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan-kutipan
langsung dari wawancara, serta tabel tematik yang
memuat daftar informan, topik pembahasan, dan
hasil wawancara. Tabulasi ini bertujuan untuk
menyajikan temuan secara sistematis sehingga
memudahkan pembaca dan peneliti sendiri dalam
menelusuri sumber informasi serta memverifikasi
keabsahan data.

d) Validasi Awal (Cross-Check)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah
validasi awal, yaitu proses pemeriksaan kembali
terhadap data yang telah dikumpulkan dan
dikodekan. Validasi dilakukan dengan cara
membandingkan temuan dari satu informan
dengan informan lain (triangulasi sumber), serta
membandingkan data lapangan dengan dokumen
tertulis seperti Undang-Undang No. 16 Tahun
2019, data dispensasi kawin di pengadilan agama,
dan laporan-laporan lembaga perlindungan anak.
Tujuannya adalah untuk menghindari bias dan
memastikan bahwa data yang diperoleh benar-
benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di
masyarakat Sasak.

Melalui proses pengolahan data yang
menyeluruh  ini, peneliti  berharap dapat
menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam
mengenai dinamika tradisi Merarig dalam
kaitannya dengan praktik perkawinan anak, serta
menemukan celah hukum dan sosial yang relevan
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untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap
anak dalam konteks adat lokal. 23
7. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan
model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang
mencakup tiga tahap utama:

a) Reduksi Data (Data Reduction): Pada tahap ini,
peneliti  memilih, menyederhanakan, dan
mengorganisir data mentah yang diperoleh dari
wawancara, dokumen, dan media digital.
Informasi yang tidak relevan akan dieliminasi,
sementara informasi penting diklasifikasikan
berdasarkan tema seperti hukum, adat, hak anak,
dan sebagainya.

b) Penyajian Data (Data Display): Data yang telah
direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi,
tabel, kutipan wawancara, atau peta tematik.
Penyajian ini bertujuan agar peneliti dan pembaca
dapat memahami pola-pola tertentu yang muncul
dari data yang telah dikumpulkan.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion
Drawing and Verification): Tahap akhir ini
merupakan proses penafsiran data dan penarikan
kesimpulan dari hasil penelitian. Verifikasi
dilakukan dengan cara membandingkan berbagai
sumber data (triangulasi) untuk memastikan
validitas dan konsistensi informasi.34

33 Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif. In
Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2020.

34 Matthew B. Milles and A. Michael Huberman, “Qualitative Data
Analysis,” CEUR Workshop Proceedings, 2014.
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H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab
dengan masing-masing subbagian. Adapun deskripsi
sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:
Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu yang
relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II, berisi landasan teori yang menjelaskan teori
perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, teori
kearifan lokal (local wisdom), dan konsep perlindungan
anak dalam hukum Indonesia. Bab ini juga memuat
pembahasan mengenai hubungan antara hukum adat dan
hukum nasional sebagai kerangka berpikir penelitian.
Bab Ill, berisi hasil penelitian yang menguraikan
gambaran umum Pulau Lombok, kondisi sosial dan
hukum masyarakat Sasak, serta praktik Merariq pada
anak di bawah umur (Merarig Kodeq). Bab ini juga
memaparkan hasil wawancara dengan pihak KUA, tokoh
adat, dan masyarakat tentang pelaksanaan tradisi serta
pandangan mereka terhadap perlindungan anak.
Bab 1V, berisi analisis penelitian yang menguraikan
pertentangan antara praktik Merarig Kodeq dengan
prinsip perlindungan hak anak dalam hukum Indonesia,
serta implikasi yuridisnya. Dalam bab ini juga dibahas
harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam
konteks perlindungan anak di Lombok.
Bab V, berisi pembahasan akhir yang memuat simpulan
dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pemerintah,
tokoh adat, masyarakat, dan akademisi. Bab ini menjadi
penutup yang merangkum seluruh hasil penelitian dan
menawarkan solusi agar tradisi Merariq tetap lestari tanpa
mengabaikan prinsip perlindungan anak.



BAB YV
PENUTUP
A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik Merariq
pada anak di bawah umur tidak lagi relevan dalam konteks
hukum adat masyarakat Sasak dan bertentangan dengan
ketentuan hukum nasional. Dalam pandangan adat,
Merariq sejatinya melambangkan keberanian dan
tanggung jawab laki-laki yang siap berumah tangga,
bukan tindakan membawa lari anak yang belum dewasa.
Oleh karena itu, praktik Merarig Kodeq tidak dapat
dianggap sebagai bagian dari adat Sasak yang otentik,
sebab bertentangan dengan norma moral dan sosial
masyarakat setempat. Namun demikian, tradisi Merariq
sebagai warisan budaya tetap penting untuk dilestarikan,
dengan penyesuaian yang memperhatikan perkembangan
zaman serta prinsip perlindungan anak, sehingga nilai-
nilai budaya dapat dipertahankan tanpa mengabaikan hak
dan keselamatan anak.

Implikasi ~ yuridis yang  muncul  meliputi
ketidaksahan perkawinan, ketidakjelasan status hukum
anak, serta pelanggaran terhadap hak anak atas
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh
karena itu, perlindungan hukum harus diarahkan pada
upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi hukum,
dan pengawasan sosial yang melibatkan tokoh agama,
tokoh adat, serta lembaga pemerintah. Dengan demikian,
kearifan lokal Merariq dapat terus dilestarikan tanpa
mengorbankan  nilai  kemanusiaan  dan  prinsip
perlindungan anak di era modern.
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B. SARAN

1.

5]

Seharusnya, lembaga hukum perlu memperkuat
penegakan hukum yang bersifat humanis dan edukatif,
bukan sekadar represif. Pemerintah daerah juga
diharapkan memperluas program sosialisasi dan
pendampingan hukum terhadap masyarakat melalui
sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, serta aparat
desa. Pendekatan hukum berbasis budaya perlu
dikembangkan agar penegakan hukum berjalan efektif
dan diterima masyarakat.

KUA perlu memperketat mekanisme pemeriksaan
usia calon mempelai sebelum pelaksanaan akad nikah.
Selain itu, penting dilakukan kerja sama dengan
lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam
memberikan edukasi pra-nikah dan penyuluhan
hukum perkawinan kepada masyarakat, terutama di
daerah pedesaan. KUA juga perlu aktif melaporkan
atau menolak pernikahan yang diajukan tanpa
dokumen sah atau tanpa dispensasi dari pengadilan
agama.

Tokoh adat dan agama memiliki peran strategis dalam
mengarahkan masyarakat agar tradisi Merariq tetap
dijalankan secara bermartabat tanpa melanggar
hukum negara. Diperlukan upaya revitalisasi nilai adat
agar kearifan lokal dapat menjadi sarana perlindungan
anak, bukan justifikasi pelanggaran. Tokoh adat juga
diharapkan menjadi mediator antara hukum negara
dan adat dengan menanamkan pemahaman bahwa
melindungi anak merupakan bagian dari nilai luhur
budaya Sasak.

Seharusnya masyarakat bisa lebih memahami bahwa
melestarikan adat tidak berarti mempertahankan



praktik yang merugikan anak. Pendidikan moral dan
hukum harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat
mampu memilah antara adat yang bernilai positif dan
adat yang perlu diperbarui. Orang tua memiliki
tanggung jawab utama untuk memastikan anak
memperoleh pendidikan yang layak dan tidak
menikah sebelum cukup usia, sebagai bentuk
perlindungan terhadap masa depan generasi penerus.
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